UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1946
TENTANG
PEMBAHARUAN KOMITE NASIONAL PUSAT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa perlu diadakan pembaharuan susunan Komite Nasional Pusat;
Mengingat : Keputusan Rapat Pleno Komite Nasional Pusat pada tanggal 3 Maret
tahun 1946; di Surakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946;
pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, Aturan Peralihan pasal IV Undang-Undang
Dasar dan Maklumat Wakil-Presiden Republik Indonesia No. X tanggal 16
Oktober 1945.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan :
Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1.
1. Jumlah anggauta Komite Nasional Pusat ialah 200 orang yang terbagi dalam :
a. 110 orang yang ditetapkan menurut pemilihan daerah;
b. 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik, dan
C. 30 orang yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Pembagian dalam golongan-golongan hanya berlaku guna pembentukan.
Pasal 2.
1. Yang dimaksud dengan golongan a, ialah anggauta-anggauta yang dipilih oleh

pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan bagi daerah Jawa dan Sumatra,
dan oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap propinsi bagi daerah Kalimantan,
Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku.
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2. Pembagian menurut daerah ditetapkan sebanding dengan banyaknya penduduk
berdasarkan cacah jiwa 1930 dengan progressie (kemajuan) yang didapat
tiap-tiap tahun.

3. Dalam menetapkan angka perimbangan dari jumlah anggauta pada umumnya
dibulatkan ke atas. Berdasarkan kebijaksanaan pembulatan dapat dilakukan
menyimpang dari penetapan tersebut.

Pasal 3.
1. Guna menetapkan pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan di daerah Jawa,

maka dalam tiap-tiap kawedanan dibentuk satu komisi yang terdiri dari
wakil-wakil perkumpulan politik, sosial, ekonomi, dan Laskar-laskar rakyat.

2. Banyaknya wakil perkumpulan dalam komisi tersebut pada ayat satu ialah
seorang buat satu perkumpulan.
3. Jumlah anggauta komisi ialah sebanyak jumlah badan-badan dan perkumpulan

yang terdapat pada kawedanan, dengan memperhatikan pasal 5.

Pasal 4.
1. Komisi tersebut menetapkan daftar pemilih yang terdiri dari 10 orang yang
tinggal dalam daerah kawedanan.
2. Orang yang tidak tergabung dalam perkumpulan juga boleh dimasukkan dalam

daftar pemilih tersebut pada ayat 1.

Pasal 5.
Jika dalam sesuatu kawedanan tidak terdapat sesuatu perkumpulan yang tersebut
dalam pasal 3, maka Wedana bersama dengan camat-camat bawahannya membentuk
satu komisi yang terdiri dari 7 orang-orang cerdik pandai. Demikian pula jika jumlah
perkumpulan yang ada kurang dari 5, maka jumlah anggauta komisi ditambah oleh
Wedana bersama-sama dengan wakil-wakil perkumpulan yang ada sehingga menjadi 7.

Pasal 6.
Pemilih-pemilih yang ditetapkan oleh komisi-komisi kawedanan dari satu karesidenan
bersama-sama merupakan badan pemilih karesidenan.

Pasal 7.

1. Guna menetapkan pemilih-pemilih Karesidenan di daerah Sumatera diadakan
bagi tiap-tiap karesidenan satu komisi yang sekaligus menetapkan pemilih dari
karesidenannya.

2. Komisi terdiri dari wakil-wakil perkumpulan-perkumpulan seperti yang dimaksud
dalam pasal 3 ayat 1.

3. Jumlah pemilih bagi sesuatu karesidenan ialah 20 X jumlahnya anggauta
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golongan a yang ditetapkan buat karesidenannya.

Jika dalam Karesidenan yang berkepentingan tidak terdapat sesuatu
perkumpulan, maka Residen bersama-sama dengan Kepala-Kepala daerah yang
langsung dibawahnya menetapkan sebuah komisi yang terdiri dari orang-orang
cerdik pandai dalam daerahnya.

Pasal 8.

Guna menetapkan pemilih-pemilih dari daerah-daerah lainnya maka ditiap-tiap
Propinsi diadakan suatu komisi pemilih menurut aturan-aturan yang berlaku
buat karesidenan dalam pasal 7.

Berhubung dengan keadaan maka Propinsi-Propinsi yang dimaksud dalam ayat 1
dapat menyelenggarakan pemilihan di Jawa.

Jika bagi sesuatu Propinsi tidak ada perkumpulan yang bisa mengirimkan wakil
kepada komisi tersebut, maka Gupernur bersama-sama dengan orang-orang
cerdik pandai yang berasal dari daerahnya membentuk suatu komisi yang terdiri
dari 7 orang. Demikian pula jika jumlah perkumpulan-perkumpulan yang dapat
mengirimkan wakilnya kurang dari 5 (lima), jumlah anggauta komisi ditambah
oleh Gupernur bersama-sama dengan wakil-wakil perkumpulan yang ada itu
sehingga menjadi 7 orang.

Jika Gupernur tidak dapat membentuk Komisi yang dimaksud dalam ayat 3
dalam waktu yang ditetapkan oleh Badan Pembaharuan Susunan Komite
Nasional Pusat maka Menteri Dalam Negeri menunjuk penggantinya untuk
membentuk Komisi tersebut.

Pasal 9.
Sesuatu badan Pemilih boleh memilih orang yang tinggal di luar daerahnya.
Jika seseorang terpilih oleh lebih dari satu daerah maka ia selekas mungkin
memberitahukan kepada Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat
dari daerah mana ia menerima pemilihannya.
Pemilihan yang tidak diterima oleh orang yang dimaksud dalam ayat 2 diulangi
dengan mengingat peraturan-peraturan Undang-undang ini.

Pasal 10.
Guna menetapkan wakil-wakil perkumpulan yang dimaksud oleh pasal 1 huruf b,
maka oleh Presiden diangkat satu Komisi yang anggauta-anggautanya terdiri
dari wakil-wakil perkumpulan politik, yang memenuhi syarat-syarat berikut :
a. mempunyai pengurus besar.
b. mempunyai cabang-cabang dalam 10 karesidenan.
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